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Penerimaan Pajak 

AHMAD, Tahun 2021. Tinjaoan penerapan kewajiban NPWP, 
Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap penerimaan Pajak pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau, karya tulis ilmiah (KTI),Program 
Studi DIIl Perpajakan, Falkutas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah 
makassar, Dibimbing Oleh Pembimbing I Mahmud Nuhung Dan Pembimbing II 
Idrawahyuni. 

Tujuan Penelitian ini yakni untuk Mengetahui Sejauh Mana Tinjauan 
Penerapan Kewajiban NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap 
penerima Pajak Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Bau-Bau.Objek Penelitian 
Tugas Akhir Ini adalah P-emeriksaan, Penagihaa Pajak dan Penerimaan 
Pajak di Pratama Kota Baubau. Jenis penelitian yang dilak:ukan dengan 
pendekatan Kuantitatif Teknik _pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara kepada pihak Fiskus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
Tinjauan Pemeriksaan, Penagihan, dan Penerimaan Pajak pada tahun 2018 dan 
2019 digolongkan cukup efektif menurut dari penerimaan pajak dan telah 
terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. 
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A~D, 2021.0verview of the -applieation of NPWP obligations, Tax 
Examination and Collection of Tax Revenue at the Pratama Bau-Bau Tax 
Service Office, scientific papers {KTI}, Dill Taxation Study Program, Faculty of 
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The purpose -of this study is to find -out the extent to which the application 
of NPWP Obligations, Tax Audit and Collection on Tax Revenue at the Pratama 
Bau-Bau Tax Service Office Smells. This type of research is carried out with a 
quantitative approach. The data collection technique used is online interviews 
with the tax authorities. The results of this study indicate that the Effectiveness of 
Audit, Collection, and Tax Revenue in 2018 and2019 is quite-effective according 
'to tax revenue and is carried out properly as expected. 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri 

il.da Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus 

ltuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah 

:Jersyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau -yang 

1wajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang- 

1 

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai 

petugas pajak {fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya 

Jengoptima1kan penerimaanpajak (Fouktone, 2007:3). 

pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, 

tersebut, ada beberapa hal yang hams diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat 
I 

k~bijakan. Salah satunya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan 

meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.Sebelum membuat .kebijakan-kebijakan 

1 

negara Indonesia. 
ii I Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah harus mengambil 

langkah-1angkah kebijakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan ,. 

suatu negara, terlebih bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. 

Pljak seeara sederhana merupakan iuran wajib yang diberikan oleh rakyat kepada negara 

yLg telah diatur oleh pemerintah dan disesuaikan dengan peraturan perundang­ 

u!dangan yang berlaku serta digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan 

rJkyat. Pemerintah mengharapkan penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya 

Jmakin meningkat mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi 
11 .I . 

Pajak merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam proses pembangunan 

1.1. Latar Belakang 

PENDAHULUAN 
BABI 



lebih termotivasi untuk membayar tunggakan pajaknya sehingga dapat meningkatkan 

I . iak 
plnenmaan paJ c, 

Mengacu pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian r judul; "Tinjauan Penerapan Kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak 

dikeluarkannya undang-undang tentang penagihan pajak tersebut wajib pajak diharapkan 

nomor I 9 tahun 2-000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa. Dengan 

Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan UU 

penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. 

i Sel~in pemeriks~n pajak, ~merin~h juga ~ela~kan penagihan paja~ untuk Iebih 

mengoptimalkan penenmaan pajak.Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya 

jjib pajak terdaftar yang tidak me1unasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan 

pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan penegakan hukum lain sebagai pelengkap 

l bentuk dukungan yang telah diterapkan karena rnasih banyak wajib pajak yang 

dJngan/tanpa sengaja tidak melaporkan kewajiban perpajakannya serta kurangnya atau 

mLimnya kesadaran perpajakan -wajib pajak. Penegakan hukum ini dapat dilakukan 

mllalui pemeriksaan dan penagihan pajak.Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui 

tilgkat kepatuhan wajib pajak da1am melaksanakan kewajiban perpajakannya serta 

mbncegah 1erjadinya penyimpangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan 
I 

dilakukannya pemeriksaaa pajak.terhadap wajib pajak, akan memberikan pengaruh yang 
I 

positif'terhadap peningkatanjumlah penerimaan pajak. 

Se1ain mewajibkan masya.rakat sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP} 

Undang Pajak Penghasilan (PPh) 1984 dan perubabannya.Wajib Pajak adalah orang 

,badi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang 

mrmpunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketenman peramran 

perundang-undangan perpajakan (Casavera, 2009:4). 

2 



memecahkan masalah terkait dengan objek yang diteliti. 

3. Agar penelitian ini bisa mengembangkan ilmu dibidang perpajakan serta dapat 

dengan judul penelitian, 

b. BagiPembaca 
i 

H Penelitian diharapikan bisa digunakan sebagai bahan referensi dan alat 
i l perbandingan bagi peneliti yang melakukan penelitian selanjutnya, 

2) Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan dalam melakukan diskusi terkait 

Penelitian iniagar bisa menambah wawasan dan memperluas pengetahuan kita 
l 

dibidang perpajakan, sehingga penulis bisa membandingkan antara teori dan fakta 
I 
r, 

lapangan. 
' 

dad Tinjauan Kepemilikan Nomor Pokok W-ajib Pajak (NPWP), Pemerik-saan Pajak dan 

PeJagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

BaJbau. 

1.4. MJnfaat Penelitian 
\ 
tdapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. BagiPenulis 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis korelasi 

maka penulis merumuskan masa1ah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Tinjauan 

Pelerapan Kewajiban NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap penerimaan 

p~Jak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau?" 

1.3. T~~uan Penelitian 

Berdasarkan atas beberapa hal yang telah diuraikan dalam latar belakan_g masalah, 

(jPWP), Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bauban", 
I . 1.2. Rurnusan M~alah 

3 



4 

semua sektor telah dipagari oleh pemerintah dengan prasyarat NPWP.W-ajib pajak 

semakin sulit untuk: mengindar dari kewajiban memiliki NPWP karena hampir 

terkait dengan bisnis atau usaha yang dijalankan wajib pajak. Saat ini, Wajib pajak 

Wajib pajak akan mempereleh kemudahan pengurusan adrninistrasi yang 

I 
pajak dalam pembayaran, pelaporan atauurusan lain yang berlraitan dengan pajak 

akan tercatat dan terpantau oleh aparat pajak. 

administrasi perpajakan. Segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib 

kewajiban perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai sarana 

dan melaporkan pajak dengan tertib. Aparat pajak dapat mengawasi pemenuhan 

kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitn wajib pajak dapat membayar 

Terdapat beherapa manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak atas 

NPWP. 

NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh oleh -wajib pajak atas kepemilikan 

atau untung. Kemanfaatan berarti hal bermanfaat atau kegunaan.Jadi, kemanfaatan 

kewajiban perpajakannya (Mardiasmo; 2009).Manfaat berarti guna, faedah, Iaba, 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak: dan 

wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada 

2 .1.1 PengertianNPWP 

'! 

:I 

2.1 Landasan T~ri 

TINJAUAN TEORI 

BAB II 



yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas memiliki NPWP karena NPWP 

sering -dijadikan sebagai syarat administratif untuk memperoleh izin usaha.Namun, 

banyak wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tetap dapat menjalankan usaha 

atau peketjaan bebas meskipun telah memenuhi persyaratan.Hal ini mencerminkan 

bahwa faktor kebutuhan untuk memiliki NPWP yang selaras dengan lepentingan 

usaha wajib pajak masih perlu ditingkatkan. 

Berbagai manfaat yang dapat diperoleh atas kepemilikan NPWP diharapkan 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP 

diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar dan melaporkan pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh 

wajib pajak atas kepemilikan NPWP> maka kepatuhan wajib pajak juga akan 

semakin meningkat. 

2.1.1.2 Pemahaman Wajib Pajak 

Menurut 'Rtlco (2006; 75) dalam Syahnl (2013)> tingkat pemahaman adalah 

suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh 

seseerang individu dan sejauh mana dia -akan dapat mengerti benar akan suatu 

materi pennasalahan yang ingin diketahui.Sedangkan menurut Mus1im (2007; 11), 

semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap 

peratumn perpajakan, maka semakin keeil kemungkinan wajib pajak untuk 

melanggar petaturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib 

pajak. 

Sistem :pemungutan pajak di Indonesia merupakan sistem yang 

mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan, 

dan melaporkan sendiri besar nya pajak yang terutang. Di dalam sistem 

pemungutan pajak seperti ini tentu diperlukan berbagai macam peraturan yang 
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digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini 

juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan mi, 

Menumt basil penelitian Arum (2012) menyatakan pemahaman sistem 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, begitu juga dengan 

hasil penelitian Sya1m1 {2013) yang menyatakan tingkat pemahamanwajib pajak 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Memnut Simanjuntak {2012; 127} Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak 

terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut: "Tingkat 

pemahaman ·wajib pajak menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak:. Semakin 

tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kesadaran 

membayar pajak, mak:a semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut 

untuk melanggar peraturan, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, 

maka kesadaran wajib pajak mengenai peraturanyangberlakujuga rendah" 

Sedangkan menurut Sumarsan {2012; 35) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak 

terhadap Kesadaran W-ajib Pajak Orang Pribadi ~wajib Pajak memiliki 

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang 

berkualitas terhadap Wajib Pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar 

pajak. Kesadaran Wajib Pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang 

mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan 

melapor pajak: serta mentaati hak dan kewajibanya sebagai Wajib Pajak". 

2 .. 1.3 Kualitas Pelayanan 

Pelayanan adalah cam melayani (membantu mengurus atau menyiapkan 

segala kebutuhan yang diperlukan seseorang), Jadi, pelayanan yang dimaksud 

dapat diartikan sebagai cara petugas pajak: dalam membantu, mengurus, atau 
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menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah 

wajib pajak'(Jatmiko; 2006). 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak 

tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang 

terbaik kepada WP, Proses perpajakan melibatkan fiskus dan WP membuat 

pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (atitude) WP dalam 

mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus, maka WP akan 

memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan (Nugroho; 2006). 

Hal serupa dijelaskan oleh Ilyas dan Burton (2008), bahwa sikap atau 

pelayanan fiskus yang baiklah yang hams diberikan kepada seluruh WP. Selama ini 

banyak WP yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada 

rendahnya pelayanan pada WP, Hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan 

WP. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan WP adalah memberikan 

pelayanan yang baik kepada WP, 

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara 

peningkatan rkualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, 

perbaikan dalam infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), 

penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk: dapat memberikan kemudahan 

kepada WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi; 2009). 

Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada WP besar manfaatnya sehingga 

dapat menimbulkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Kemampuan fiskus dalam bennteraksi yang baik dengan WP adalah dasar yang 

harus dimiliki fiskus dalam melayani WP sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kemauan WP dalam membayar pajaknya. Terdapat lima dimensi yang perlu 
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sebagai berik.ut: 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercennin dalam situasi (Devano; 2006) 

oleh Norman D. Nowak merupakan suatu "iklim" kepatuh.an dan kesadaran 

keadaan dimana melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan yang dikatakan 

Nurmatu (2005) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu 

ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. 

perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi bersama, peringatan ataupun 

untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa 

Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan 

Menurut Simon James yang dik.utip oleh Gunadi {2005), pengertian 

i 
2.1.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak 
~ 

(bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan). 

kesopanan, juga sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf 

e. Assurance, yang artinya mencakup kemampuan, pengetahuan, 

dengan segera, kehandalan, akurat, dan memuaskan, 

d, Reliability, yang artinya kemampuan memberi pelayanan yang dijanjikan 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

c, Responsiveness, yaitu keiginan para staf untuk membantu para 

pelanggan. 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para 

b. Emphaty, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

sasaran komunikasi. 

(www.pajak.go.id) yaitu: 

a. Tangtbie, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

diperhatikan ketika orang lain melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan 
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2.1 2 Pemeriksaan 

2.1.2.1 Pengertian Pemerlksaan 

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang- undang 

Nomor 28 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adala sebagai 

berikut: "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun clan mengolah 

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatustandar pemeriksaan untu1c menguji kepatuha 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untnk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan". 

Menurut Siti Kumia Rahayu (2013:245) mendefinisikan pemeriksaan 

pajak sebagai berikut: "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan seeara objektif 

dan profesionaI berdasarkan suatustandar pemeriksaan untuk menguji kepatuha 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atauuntuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". 

Menurut Sitt Kumia Rahayu (2013:245) mendefinisikan pemeriksaan 

pajak sebagai berikut: Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang 

a. Wajib Pajak paham atau berusahana untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan 

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 

c. Menghitungjumlah pajak yang terutang dengan benar 

d, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya 
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II 

-a;.! Pemberian Nomor Pokok Wajih Pajak seeara jabatan; r, 

~-1 Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 
,, 

dilakukan dalam rangka: ,, 

undangan perpajakan, Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang 
!· 

! 
I 

I 10 
ii 
I 
I 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
I 
I 

pem4an .dan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaanyang .dilakukan 

wajibpaj~t unmk mengnji kepatnhan pemenuhan kewajiban perpaiakan yang 
Ji 

berpegang teguh pada undang-undang. 

2.l.2.2 Tujua~ Pemeriksaan 
· I 

TujuUn pemeriksaan pajak menurut Siti Kumia Rahayu (2013:245) adalah 
,! 

b "bi! iku 
1 

-se agar :1n t: 

l. «Uren_guji kepatuhan pememihan lrewajiban perpajakan dalam rangka 

Jlmberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib 

P~jak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal: 

~ \swat pemberitahuan menuajukkan lrelebihan pembayaran pajak, :, 
I [termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan 
Ii 
l 

! kelebihanpajak; 
! 

b~ SuratPemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi; 
! ,, 

di Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidakpada 
\\ 
1, 
11 

I ! waktu yang telahditetapkan; 

d.i Surat Pemberitahuanyang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan 
I, 
j I oleh Direktur JenderalPajak; 
I 

I, 

e'.!Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat 
Ii 
11 

i !Pemberitahuan tidakdipenuhi, 

2. T;ujuan lain dalam rangka melak:sanakan ketentuan peraturan perundang- 



c, pemberi pajak da1am hal memotong, menyetor dan melaporkan 
pajak atas gaji, upah, honorarium clan sebagainya yangdibayarkan 

d. pemungut PPN/PPnBMyang terdiri dari bendahara pemerintah, 

menyetor, dan melaporkan PPNIPPnBM yang dipnngut dari PKP, 

3. menerbitkan Faktur Pajak dan memungutPPN 

2. mengisi dan memasukkan SPT masa PPN danPPnBM 

b. Pengusaha kena pajak, dalamhal: 
1. dikukuhkan sebagai pengusaha kenapajak 

3. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan 

2_ Mengisi dan memasukkan SPTdan 

pemotong pajak adalah sebagaiberikut: 

a. Wajib pajak orang pribadi dan badan, dalamhal: 

1. Mendaftarkan diri sebagai wajibpajak 

dalamnya tidak terkeeuali adalah kewajiban para pemungut dan 

T1,1juan terutama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan 

wajib pajak dalam memenuhl kewajiban perpajakan.kewejiban 

perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di 

' untuk: tujuan lain". 

i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

h, Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; 

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerahterpencil; 

f. Pencocokan data dan atau alat keterangan; 

Neto; 

.d, Wajib Pajak mengajnkankeberatan; 

e. Pengumpulanbahanguna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan 

c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak; 
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wajib pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu tindakan penagihan 

bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan sebagaimana dimaksud tersebut 

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar. Sete)ah dalam jangka satu 

Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, 

(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan {SKPKBT). Surat 

2.1.3.2 Surat Teguran I Sebagaima diketahui bahwa yang menjadi dasar penagiban pajak adalah 

adanya Surat Tagihan Pajak {S1P), SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar 

berlaku pada tanggal I Januari 2011. 

kemudian diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai 

Undang-undang ini mulaiberlaku tanggal 23 Mei 1997.Undang-undang ini 

undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang- 

pajak. 

sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparat 

haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

pajak dalam rnembayar hutangnya. Dalarn pelaksanaannya penagihan pajak 

diharapan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen 

memberitahukan surat paksa. 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan 

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 

2.1.3.1 Pengertian Penagihan Pajak 

2.1 3 Penagihan Pajak 
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